
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Smdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili  perkara

perdata pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT,  umur  26  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

XXXXX,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN  SUMEDANG,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX

Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  29 April  2024

yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah

Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 29 April 2024, telah mengajukan hal-

hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

sah menikah pada tanggal 02 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta

Nikah dari KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, No:

581/02/XI/2013 Tertanggal 04 November 2013;

2. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebelum

membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat

berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 6 hal. 
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir

berumah  tangga  tinggal  di  rumah  kediaman  orang  tua  Penggugat  di

KABUPATEN SUMEDANG, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya

suami  istri,  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  bernama:  Ramdhan

Muhamad Ilham (Sumedang, 06 Juni 2017);

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan

Januari  2022 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah

tangga  dikarenakan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

2.1 Bahwa Tergugat  kurang menunjukan  sikap bertanggung

jawab  terkait  dengan  nafkah  wajib  yakni  Tergugat  tidak  memiliki

pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga selama membina rumah

tangga Bersama Tergugat  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan rumah

tangga sehari-hari, sehingga untuk menutupinya Penggugat Terpaksa

harus bekerja.

2.2 Bahwa Tergugat diketahui mempunyai sifat Tempramental,

yakni apabila terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-

kata  kasar  kepada  Penggugat,  sehingga  keadaan  rumah  tangga

dirasa Penggugat sudah tidak nyaman.

5 Bahwa  keretakan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berlangsung  lama.  Penggugat  berusaha  sabar,  tetapi

Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu

Penggugat  merasa  tidak  nyaman  berumah  tangga  dengan  Tergugat.

Puncaknya pada bulan Desember 2023 hingga sekarang kurang lebih 4

bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat, dan

sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan

tidak  lagi  bergaul  layaknya  suami  istri.  Dimana  sekarang  ini  Penggugat

tinggal  di  rumah  kediaman  orang  tua  Penggugat  sedangkan  Tergugat

tinggal di rumah kediaman ssaudara Tergugat;

6 Bahwa  keretakan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal. 
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1 Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi

syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

1 Bahwa  atas  permasalahan  tersebut  di  atas

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan

ini,  oleh karena itu  Penggugat  telah berketetapan hati  untuk menggugat

cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima  dan  mengabulkan  gugatan

Penggugat. 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughro  dari

Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.   

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  padahal

kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara

relaas  panggilan  tanggal  30  April  2024,  sedangkan  tidak  ternyata

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  agar

Penggugat  dapat  membina kembali  rumah tangganya dengan  Tergugat dan

berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2023.  Pada

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:

"Perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi

dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

6 (enam) bulan kecuali  ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat

melakukan KDRT."

Hal. 3 dari 6 hal. 
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Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut

perkaranya  dengan  alasan  Penggugat  akan  mengikuti  ketentuan  yang  ada

sebagaimana  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2023.  Pada

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa,  untuk mempersingkat  uraian pertimbangan ini  ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  dan  ketentuan  Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  Majelis  Hakim telah

berusaha  maksimal  menasehati  Penggugat  agar  Penggugat  dapat  rukun

kembali membina rumah dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasi;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan 

mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut

perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  perkara  Nomor  1221/Pdt.G/2024/PA.Smdg  dinyatakan

dicabut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  telah  dinyatakan

dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya perkara  ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1221/Pdt.G/2024/PA.Smdg dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Sumedang  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan 1221/Pdt.G/2024/PA.Smdg untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian  Penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari  Jumat tanggal  17 Mei  2024

Masehi,  bertepatan dengan tanggal  08 Dzulqaidah 1445 Hijriyah,  oleh kami

Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai  Ketua Majelis, Drs. Dimyati, SH, MH  dan Drs.

Solihudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para

Hakim Anggota dan Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Abdul Malik, M. Si  

Hakim Anggota Hakim Anggota

 
Drs. Dimyati, SH, MH  Drs. Solihudin, S.H  

Panitera Pengganti

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.  

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 5 dari 6 hal. 
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1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya materai :     Rp.                10.000,00  

    Jumlah Rp. 465.000,00 

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. 
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